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5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan penelitian, pengelolaan, analisis data,
maka disimpulkan bahwa

1. Program dan kegiatan Pemerintah Nagari Kasang dalam menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat. Pertama, sosialisasi
Pemerintah Nagari  Kasang dengan mengundang tokoh-tokoh
masyarakat adat dan melibatkan Bhayangkara Pembina Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) , Bintara Pembina
Desa (Babinsa) dan tokoh lembaga adat Nagari Kasang. Kedua,
pembentukan struktur Posbakum (pos bantuan hukum) oleh
pemerintah nagari. Ketiga, pembentukan satuan pemuda Nagari
Kasang. Keempat, koordinasi bersama Polsek setempat perihal patroli
malam di Nagari Kasang bersama Bhayangkara Pembina Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Program-program
tersebut merupakan wupaya pemerintah dalam penanggulangan
masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Dalam penerapan program maupun Kkegiatan  keamanan dan
ketertiban di masyarakat terdapat kendala yang dihadapi oleh
Pemerintah Nagari Kasang. Adapun kendala tersebut adalah
komunikasi Pemerintah Nagari Kasang belum optimal dengan
informasi sosialisasi yang dilaksanakan belum tersampaikan secara
merata kepada masyarakat, kurang kesadaran dari masyarakat Nagari
Kasang terhadap kebijakan nagari, minimnya anggaran mengenai
program dan kegiatan keamanan ketertiban, Nagari Kasang belum
mempunyai portal nagari. kendala-kendala tersebut menghambat
proses penerapan program dan kegiatan keamanan dan ketertiban

masyarakat.



3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Nagari Kasang dalam
pandangan siyasah syar’iyah belum sepenuhnya efektif karena prinsip
syura (musyawarah) dan prinsip perlindungan belum sepenuhnya
terlaksana. Pemerintah Nagari Kasang belum optimal dalam menjaga
perlindungan jiwa (hifz an-nafs), harta (hifz al-mal) dan akal (hifz al-
‘aql) dengan masih banyak kasus pencurian dan tempat hiburan
malam. Oleh sebab itu perlu upaya yang lebih efektif dalam
peningkatan 3 tujuan utama tersebut dengan pengadaan ronda rutin
dan penutupan secara permanen tempat hiburan malam dengan
Penetapan sanksi adat bagi yang melanggar agar terciptanya

kemaslahatan umum.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis

memberikan saran konstruktif sebagai berikut:

Perlunya peningkatkan program dan kegiatan oleh Pemerintah
Nagari Kasang dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan
kebijakan agar terciptanya asas keterbukaan. Selanjutnya penetapan
peraturan nagari berdasarkan adat salingka Nagari Kasang mengenai
keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembentukan portal nagari untuk
akses masyarakat dalam proses pelaporan terhadap masalah keamanan
dan ketertiban. Diimbangi dengan peningkatan logistik (lampu jalan, cctv
dan pos ronda) serta penugasan pemuda disetiap korong dengan kegiatan
ronda malam secara rutin di Nagari Kasang. Pemerintah Nagari Kasang
harus mengambil tindakan tegas dengan penutupan total tempat hiburan

malam.
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